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Abstrak
Perkembangan teknologi digital telah melahirkan model transaksi baru dalam kegiatan jual beli, salah satunya melalui fitur live streaming pada platform TikTok. Praktik ini memungkinkan pembeli melihat barang secara langsung melalui siaran video tanpa kehadiran fisik, sehingga menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif fikih muamalah, khususnya terkait kejelasan objek akad (ma‘qūd ‘alaih), unsur gharar, serta hak khiyār bagi pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum jual beli melalui live streaming TikTok berdasarkan prinsip fikih muamalah serta menelaah bentuk perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan fikih, melalui studi kepustakaan terhadap literatur fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli melalui live streaming TikTok pada dasarnya diperbolehkan dalam fikih muamalah selama memenuhi rukun dan syarat akad, termasuk kejelasan barang, harga, dan kesepakatan para pihak, serta tidak mengandung unsur penipuan. Selain itu, perlindungan hukum bagi pembeli dapat diwujudkan melalui penerapan hak khiyār, mekanisme pengembalian barang, serta jaminan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, integrasi antara prinsip syariah dan regulasi negara menjadi penting dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak.
Kata Kunci: Live Streaming TikTok, Fikih Muamalah, Jual Beli Online, Perlindungan Konsumen.

Abstract
The rapid development of digital technology has given rise to new models of commercial transactions, one of which is buying and selling through live streaming features on TikTok. This practice allows buyers to view goods in real time through video broadcasts without physical presence, raising legal issues from the perspective of fiqh muamalah, particularly regarding the clarity of the object of the contract (ma‘qūd ‘alaih), the element of gharar, and the buyer’s right of khiyār. This study aims to analyze the legal construction of transactions conducted through TikTok live streaming based on the principles of fiqh muamalah and to examine the forms of legal protection available to buyers. The research employs a normative legal method with a juridical-normative and fiqh approach, using library research on classical and contemporary fiqh muamalah literature, fatwas of the National Sharia Council (DSN-MUI), and relevant consumer protection regulations. The findings indicate that transactions conducted through TikTok live streaming are permissible in fiqh muamalah as long as the pillars and conditions of the contract are fulfilled, including the clarity of goods, price, and mutual consent, and as long as no elements of fraud are involved. Furthermore, legal protection for buyers can be ensured through the implementation of khiyār rights, return mechanisms, and consumer protection guarantees under Indonesian positive law. Therefore, the integration of Islamic legal principles and state regulations is essential to ensure legal certainty and justice for all parties involved.
Keywords: TikTok Live Streaming, Fiqh Muamalah, Online Transactions, Consumer Protection. 



A. PENDAHULUAN
TikTok sebagai media sosial yang populer di Indonesia pada awal kehadirannya hanya sebatas hiburan berupa video berdurasi pendek sekitar 10 menit, yang berisi tari-tarian kreatif dan edukasi. Namun dengan semakin populernya TikTok, maka TikTok mulai dilirik para pebisnis untuk memasarkan produk-produknya sehingga pada tahun 2021 telah diluncurkannya fitur TikTok Shop yang memungkinkan para penggunanya untuk bertransaksi jual beli secara langsung.
Dalam fitur TikTok Shop dimungkinkan Para Penjual untuk melakukan siaran langsung untuk memasarkan dagangannya. Halmana pembeli akan dapat menanyakan langsung mengenai barang yang dijualnya seperti ukuran, kualitas dan harga. Penjual akan memperlihatkan barang dalam video siaran langsungnya sehingga pembeli merasa nyata seperti layaknya berjumpa langsung di pasar tradisional. Ketika pembeli memutuskan untuk membeli, maka pembeli dapat menekan tombol keranjang kuning untuk selanjutnya melakukan chek Out dengan melakukan pembayaran sistem transfer atau dengan sistem antar ditempat (COD).
Permasalahan yang acapkali terjadi  dialami oleh pembeli adalah terkadang barang yang dimunculkan di video siaran langsung TikTok tidak sama dengan barang yang diantar oleh penjual. Halmana bisa dipengaruhi oleh faktor kualitas kamera, lighting dan filter TikTok yang dapat memanipulasi warna atau kondisi asli produk yang akan dibeli, sehingga yang menjadi persoalan adalah apakah ketika pembeli memutuskan untuk membeli disebabkan melihat video siaran langsung telah menggugurkan khiyar ruy`ah yaitu hak untuk membatalkan jual beli setelah melihat barang diterimanya ternyata berbeda dengan barang yang tertera dalam siaran langsung TikTok.
Berdasarkan latar belakang diatas penulis menemukan beberapa permasalahan yaitu:
1. [bookmark: _Hlk216814909]Bagaimana konstruksi hukum melihat  (khiyar ruy`ah) melalui media live streaming TikTok dalam fiqh muamalah?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli pada media live streaming TikTok? 

B. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dengan mendekatan yuridis normatif yaitu penelitian library research yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.[footnoteRef:1] Penguraian dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berusaha menjelaskan secara akurat, faktual, dan metodis keadaan atau fitur sekumpulan orang, benda, kondisi, sistem, atau peristiwa hukum terkini, serta hubungan di antara fenomena-fenomena tersebut.[footnoteRef:2] Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer yaitu Al-Qur`an dan Hadis Rasulullah SAW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bahan hukum sekunder berupa pendapat-pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam buku-buku dan jurnal serta tulisan-tulisan dalam internet. [1:  Soerjono Soekamto dan Sri Mahmuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2022),h.13]  [2:  Mariana Kristiyanti, Metode Penelitian, (Semarang: CV. Pustaka Stimar Amni, 2023), h.3.
] 


C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Konstruksi Hukum Melihat Barang  Melalui Media Live Streaming Dalam Fiqh Muamalah.
Jual Beli dalam konsep hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat-syarat nya. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan[footnoteRef:3], namun lebih tepatnya rukun itu sesuai yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya pekerjaan. Sedangkan syarat adalah sebagai penentu untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pekerjaan.  Adapun rukun jual beli menurut Mahzab Hanafi hanyalah ijab dan kabul yang menunjukkan sikap saling tukar dan saling memberi, sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli terdiri dari 4 (empat) yaitu: [3:  Tim  Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.850.] 

1. Akidain (penjual dan pembeli);
2. Ada barang yang dibeli;
3. Sighat (lafad ijab dan qabul);
4. Ada nilai tukar pengganti barang[footnoteRef:4] [4:  Abdurrahman, dkk, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 70-71] 

Rukun jual beli sebagaimana pendapat jumhur ulama mengharuskan keberadaan pembeli dan penjual, adanya barang yang hendak dibeli, adanya ijab dan kabul serta adanya nilai tukar pengganti barang sehingga keberadaan perbuatan jual beli dapat terlaksana. Tanpa terpenuhinya rukun jual beli maka perbuatan jual beli menjadi tidak dapat dilaksanakan.
Syarat jual beli adalah syarat suatu perbuatan jual beli  dapat dinyatakan sah, yaitu kreteria syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai penjual dan pembeli, misalnya penjual adalah pemilik barang dan telah dewasa. [footnoteRef:5]Maka tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa. [5:  M.Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, (	Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.54] 

Penentuan syarat sahnya suatu ijab dan qobal terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama,[footnoteRef:6] menurut ulama Hanafiyah, sahnya ijab kabul tidak mengharuskan melalui ucapan lisan, namun dapat melalui tindakan apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan. Sedangkan menurut pendapat ulama Syafi`iyah dan Hanabilah, ijab qobul harus berkesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad. Sementara menurut ulama Malikiyah keterpisahan ijab qobul tidak akan merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan. [6:  Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, ( Yogyakarta: Teras, 2011), h.56-57] 

Syarat jual beli mengenai adanya nilai tukar pengganti barang disebabkan sejarah jual beli adalah tukar menukar (barter). Halmana tentunya barang yang hendak dijual kepada pembeli harus ditukar oleh pembeli seharga atau senilai barang yang dibelinya yang pada saat ini dapat berbentuk uang.
Kemudian penentuan syarat sahnya objek yang diperjualbelikan juga disebutkan harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak sah memperjualbelikan bangkai, darah, daging babi dan barang lain yang menurut syara` tidak ada manfaatnya. Juga tidak sah memperjualbelikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya.[footnoteRef:7] [7:  M.Yazid Afandi, Op.Cit.h, 54] 

Kaitannya syarat objek yang dibeli harus dapat diserahterimakan dan dalam penguasaan penjual adalah agar memastikan keberadaan barang yang hendak dibeli. Karena barang yang hendak dijual harus dapat diketahui ketika akad berlangsung. [footnoteRef:8]Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui, kecuali jual beli salam. Jual beli salam yang telah ditetapkan sifat-sifatnya terlebih dahulu (namun barang belum diserahkan) dengan pembayaran kontan. Adapun jual beli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut dijelaskan sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang yang dijelaskan tersebut. Namun jika barang tersebut ternyata berbeda dengan sifat-sifat yang telah disebutkan, maka pembeli berhak melakukan khiyar untuk memutuskan untuk membeli atau membatalkan jual beli. [8:  Qomarul Huda, Op.Cit, h.63] 

Secara etimologi, khiyar berarti memilih, menyeleksi,menyisihkan dan menyaring. Umumnya, ini berarti memutuskan mana dari dua atau lebih objek yang akan diorientasikan adalah yang terbaik. Hak seseorang dalam akad jual beli untuk memilih antara dua hal yang diinginkannya, melanjutkan atau membatalkannya.[footnoteRef:9] Sedangkan secara terminologis khiyar di definisikan oleh sebagai hak pilih salah satu atau kedua belah pihak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, sesuai kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[footnoteRef:10] [9:  Abdul Ghofur Ansori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Dokumentasi (Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2018)H. 51]  [10:  Az-Zuhaili, W, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta: Gema Insan, 2011) h. 181] 

Dalam konsep fikih muamalah hak khiyar terdapat beberapa macam, yaitu:
a. Khiyar Syarat adalah ketika seseorang membeli sesuatu dari pihak penjual dengan syarat pembeli dapat melakukan khiyar dalam jangka waktu tertentu dan sudah di sepakati sebelumnya, meskipun dalam jangka waktu yang lama. Jika pembeli mau, dia bisa langsung membuat kontrak jual beli, dan jika dia ingin membatalkan, maka dia bisa membatalkan akad jual beli tersebut dengan alasan tertentu;[footnoteRef:11] [11:  Muhammad Majdy Amirudin, “khiyar (hak unuk memilih) dalam Transaksi Online: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibi”, Falah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1 Februari 2016, 56] 

b. Khiyar Naqdi adalah Ketika dua pihak sepakat untuk menjual sesuatu dengan syarat pembeli tidak dapat mengembalikan uang atau penjual tidak menyerahkan produk dalam jangka waktu tertentu, maka terjadilah khiyar naqdi. Pihak yang dilanggar kemudian memiliki opsi untuk mengakhiri atau melanjutkan kontrak; [footnoteRef:12] [12:  PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 81.] 

c. Khiyar Ruq`yah adalah khiyar yang terjadi dalam jual beli yang hanya mengacu pada ciri suatu benda tanpa benar-benar menunjukkan benda tersebut. Sehingga, jika kontrak telah ditandatangani tetapi barang yang dibeli atau dijual tidak memenuhi kriteria dan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka pembeli memiliki opsi untuk memenuhi atau mengakhiri kesepakatan tersebut; [footnoteRef:13] [13:  Muhammad Majdy Amirudin, “khiyar (hak unuk memilih) dalam Transaksi Online: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibi”, Falah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1 Februari 2016, 57] 

d. Khiyar Cacat adalah Pembeli berhak mengembalikan barang yang telah dibelinya apabila barang tersebut memiliki cacat yang menurunkan kualitas barang atau menurunkan harga, sedangkan pada umumnya barang tersebut dan pada saat akad cacat, tetapi pembeli tida mengetahuinya. barang cacat atau timbul setelah akad, yaitu sebelum diterimanya;[footnoteRef:14] [14:  Galuh Tri Pambekti, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli On-Line di Indonesia”, JurnalAkses, Vol. 12, No. 24 Oktober 2017, 94.] 

e. Khiyar Ghabn dan Taqrib adalah suara di mana penjual menipu pembeli atau sebaliknya dengan katakata, misalnya harga rendah, atau dengan tindakan, yaitu penipuan yang sifatnya adalah penipuan yang buruk yang merugikan pihak pembeli;[footnoteRef:15] [15:  Rina Permata Putri, Hukum Khiyar Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal, 12.] 

f. Khiyar Majlis adalah Selama kedua belah pihak masih dalam majelis akad dan belum berpisah, khiyar majlis adalah hak untuk memilih bagi pihak penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli;[footnoteRef:16] [16:  Muhammad Majdy Amirudin, “khiyar (hak unuk memilih) dalam Transaksi Online: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibi”, Falah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1 Februari 2016, 56.] 

g. Khiyar Ta`yin adalah khiyar yang terjadi dalam hal barang yang menjadi objek jual beli tidak hanya berupa suatu barang, jika pembeli telah menentukan pilihannya terhadap suatu barang, maka barang tersebut menjadi akad.[footnoteRef:17] [17:  Abdul Ghofur Abshori, Op.Cit, h.51] 

Hak khiyar adalah wujud dari pertimbangan keputusan untuk meneruskan jual beli, yang dalam perspektif pembeli adalah telah mengetahui dengan benar wujud barang yang hendak dibeli. Untuk mengetahui barang yang hendak dibeli, maka pembeli harus melihat secara nyata barang yang hendak dibeli sehingga mengetahui apa kecacatan terhadap barang tersebut. Apabila pembeli telah mengetahui tingkat kecacatan barang yang hendak dibelinya maka ia berhak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli sehingga kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual mencapai kesepakatan akan jual beli dan tidak ada sama sekali yang menderita kerugian.
Dalam konteks melihat barang dalam media live streaming tiktok, maka menurut hemat penulis tidak sepenuhnya dapat disamakan secara fungsi (qiyās ma‘nawī) dengan melihat barang secara langsung, sehingga secara hukum hak khiyār tetap relevan dan bahkan semakin penting. Live Streaming memungkinkan pembeli melihat bentuk, ukuran dan fungsi barang yang hendak dibelinya. Pembeli dapat bertanya yang langsung dapat direspon oleh penjual melalui video.
Namun demikian Live Streaming tentu tidak dapat disamakan dengan melihat langsung, disebabkan warna yang terdapat pada video dapat saja berbeda akibat dari pencahayaan dan kamera. Selain itu terkait dengan tekstur, berat dan kualitas rill tidak bisa dirasakan langsung sehingga terdapat kemungkinan seleksi sudut pandang oleh pejual. Maka oleh karenanya meskipun pembeli dapat melihat langsung barang yang hendak dibelinya, maka secara hukum pembeli tetap memiliki hak khiyar setelah barang yang diterimanya sampai ditangannya. Karena menjaga keadilan transaksi tidak sempurna kecuali dengan khiyār, maka khiyār menjadi penting.

B. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli pada media live streaming TikTok.
Pembeli merupakan konsumen yang dalam hukum di Indonesia telah dilindungi oleh undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan Konsumen, yang memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak konsumen. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak untuk memilih, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari praktik bisnis yang merugikan. Namun, dalam konteks live streaming di TikTok, penerapan undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan. Karena banyak penjual di TikTok yang tidak terdaftar sebagai badan usaha resmi, sehingga sulit untuk menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran. Dalam banyak kasus, konsumen merasa kesulitan untuk mengajukan keluhan atau mendapatkan ganti rugi. Misalnya, dalam kasus penipuan yang melibatkan barang elektronik, konsumen sering kali tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai karena penjual tidak dapat dilacak atau dihubungi kembali.
Di sisi lain, adanya platform e-commerce yang lebih terstruktur, seperti Tokopedia dan Bukalapak, menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dapat lebih baik diatur ketika transaksi dilakukan melalui saluran resmi. Dalam hal ini, TikTok perlu mempertimbangkan untuk mengintegrasikan mekanisme perlindungan konsumen yang lebih baik, termasuk sistem pengaduan dan jaminan keamanan transaksi.
Di sisi lain, adanya platform e-commerce yang lebih terstruktur, seperti Tokopedia dan Bukalapak, menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dapat lebih baik diatur ketika transaksi dilakukan melalui saluran resmi. Dalam hal ini, TikTok perlu mempertimbangkan untuk mengintegrasikan mekanisme perlindungan konsumen yang lebih baik, termasuk sistem pengaduan dan jaminan keamanan transaksi.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di media sosial, termasuk TikTok, merupakan tantangan yang kompleks. Salah satu masalah utama adalah sifat anonim dari banyak transaksi online, yang sering kali menyulitkan penegakan hukum. Menurut laporan dari Cyber Crime Unit Polri, kasus penipuan online meningkat sebesar 30% dalam dua tahun terakhir, dengan banyak kasus yang melibatkan platform media sosial (Polri, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk melindungi konsumen.
Selain itu, banyak konsumen yang tidak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika mereka menjadi korban penipuan. Edukasi mengenai hak-hak konsumen dan mekanisme pengaduan yang tersedia sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen, hanya 40% responden yang mengetahui cara mengajukan keluhan terkait transaksi online (Lembaga Perlindungan Konsumen, 2023). Ini menandakan adanya kesenjangan informasi yang perlu diatasi.
Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya kerjasama antara platform media sosial dan pihak berwenang dalam menangani kasus penipuan. Banyak platform, termasuk TikTok, masih belum memiliki sistem yang memadai untuk menangani pengaduan konsumen secara efektif. Sebagai contoh, pada tahun 2022, TikTok meluncurkan program perlindungan konsumen, namun implementasinya masih terbatas dan belum menjangkau semua pengguna (TikTok, 2022).
Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih kolaboratif antara pemerintah, platform media sosial, dan organisasi perlindungan konsumen. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan konsumen dapat merasa lebih aman saat bertransaksi di platform seperti TikTok.
Dengan demikian, tantangan dalam penegakan hukum di era digital memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam mengenai solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan konsumen di platform live streaming.
Untuk meningkatkan perlindungan konsumen di media sosial, termasuk TikTok, penting untuk mengadopsi praktik terbaik yang telah terbukti efektif di negara lain. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem verifikasi untuk penjual, di mana hanya penjual yang terdaftar dan telah memenuhi syarat tertentu yang diizinkan untuk melakukan transaksi. Di Tiongkok, misalnya, platform e-commerce seperti Taobao menerapkan sistem rating dan verifikasi yang ketat untuk penjual, sehingga konsumen merasa lebih aman saat berbelanja (China E-Commerce Research Center, 2023).
Selain itu, edukasi konsumen juga menjadi aspek penting dalam perlindungan. Program pendidikan yang menjelaskan hak-hak konsumen dan cara melindungi diri dari penipuan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Di Inggris, misalnya, pemerintah dan organisasi perlindungan konsumen meluncurkan kampanye edukasi yang berhasil menurunkan tingkat penipuan online sebesar 25% dalam satu tahun (UK Consumer Protection Agency, 2023).
Penggunaan teknologi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Misalnya, penerapan teknologi blockchain dapat membantu menciptakan transparansi dalam transaksi, sehingga konsumen dapat melacak asal-usul produk dan memastikan keaslian barang yang dibeli. Beberapa platform e-commerce telah mulai mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan kepercayaan konsumen (Forbes, 2023).
Selain itu, penting juga untuk menciptakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif. TikTok dapat mengembangkan fitur pengaduan yang memungkinkan konsumen untuk melaporkan penipuan dengan cepat dan mendapatkan bantuan yang diperlukan. Dengan adanya saluran pengaduan yang efektif, diharapkan konsumen dapat merasa lebih aman saat bertransaksi di platform ini.
Dengan mengadopsi praktik terbaik dari berbagai negara dan memanfaatkan teknologi, perlindungan konsumen di media sosial dapat ditingkatkan secara signifikan. Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia untuk melindungi konsumen di TikTok.
Saat ini TikTok telah menerbitkan akun yang bernama E-Commerce Guide yang menerangkan pada Juli 2024 TikTok Shop telah memperbolehkan untuk melakukan retur dengan syarat-syarat sebagai berikut:
· Waktu retur non mall 6 (enam) hari dan mall 15 (lima belas) hari setelah barang diterima;
· Catatan buat seller perfoma toko itu aman dan ongkos kirim ditanggung TikTok;
· Syarat returnya adalah barang belum dipakai lengkap dengan kemasan, namun tidak berlaku pada parfum, pakaian dalam, barang segel, furniture, elektronik besar.
Namun aturan baru yang memungkin untuk retur tidak sepenuhnya menguntungkan pembeli karena ada batasan barang yang boleh di retur. Namun pada prinsipnya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pembeli di media live streaming TikTok, maka perlu adanya regulasi yang lebih jelas mengenai transaksi online di platform media sosial. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperbarui Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar mencakup aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan transaksi di media sosial. Kemudian TikTok perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen dan pihak berwenang untuk menciptakan mekanisme pengaduan yang lebih efektif. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan penanganan kasus penipuan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga konsumen merasa lebih aman saat bertransaksi. Selanjutnya edukasi mengenai hak-hak konsumen dan cara bertransaksi yang aman di media sosial harus ditingkatkan. Program edukasi dapat dilakukan melalui kampanye di media sosial, webinar, atau kolaborasi dengan influencer untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Dengan meningkatkan kesadaran konsumen, diharapkan mereka dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Terakhir, penting untuk melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap kebijakan dan praktik yang diterapkan. Dengan melakukan evaluasi, TikTok dan pihak berwenang dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa perlindungan konsumen tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan perilaku konsumen. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan perlindungan hukum terhadap pembeli di media live streaming TikTok dapat ditingkatkan, sehingga konsumen dapat bertransaksi dengan lebih aman dan nyaman.

D. SIMPULAN
A. Simpulan
Berdasarkan uaraian yang telah penulis jabarkan dalam bab pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
Jual beli melalui media live streaming TikTok dalam perspektif fikih muamalah pada dasarnya dapat dibenarkan selama memenuhi rukun dan syarat sah akad, meliputi adanya para pihak yang cakap hukum, objek jual beli yang jelas, sighat ijab dan kabul, serta nilai tukar yang disepakati, namun praktik melihat barang melalui live streaming tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan melihat barang secara langsung karena adanya keterbatasan media yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan objek akad. Oleh karena itu, penerapan hak khiyār menjadi sangat penting sebagai instrumen keadilan dalam transaksi untuk memberikan kesempatan kepada pembeli memastikan kesesuaian barang setelah diterima. Dari sisi hukum positif, meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan dasar perlindungan bagi pembeli, implementasinya dalam transaksi live streaming TikTok masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya penegakan hukum terhadap penjual tidak terdaftar dan keterbatasan kebijakan retur. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan tanggung jawab platform, serta sinergi antara prinsip fikih muamalah dan hukum positif agar perlindungan hukum terhadap pembeli dapat terwujud secara optimal dalam transaksi jual beli berbasis live streaming.

B. Saran
Sepanjang hukum adat masih dihormati, maka keberadaannya akan tetap ada dan eksistensi sehingga diharapkan masyarakat dapat mematuhinya sepanjang memang tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila ada pihak yang dirugikan, maka masyarakat mengujinya dengan membawa permasalahan tersebut ke pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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